KEPALA DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN

KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA PERON NOMOR 10 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERON,

bahwa sehubungan dengan Instruksi Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam
Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Skala Mikro di Desa;

bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro
dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease
2019, dan penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu
menetapkan  Peraturan Kepala Desa Peron
Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Peron
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat
II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor



13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976
tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 159);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 160);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2036);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor1037);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017
tentang Penetapan Preoritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017Nomor 1359);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.70/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan 50/PMK.07/2017 tentang (Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017Nomor1970);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
199/PMK.70/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian
Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan
Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa
(Berita  Negara  Republik Indonesia  Tahun
2017Nomor1884);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
226/PMK.70/2017 tentang Perubahan Rincian
Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor1971);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun
2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi
Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 Nomor 48);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1
Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2016
tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
Tahun  Anggaran 2018 (Lembaran  Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 13);



Menetapkan :
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Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016 Nomor 16 Seri E No. 15);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82);
Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6);
Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor73);
Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap,
Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten
Kendal,

Peraturan Desa Peron Nomor 06 tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Peron
Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Desa Peron Nomor 08 tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Peron Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Kepala Desa Peron Nomor 10 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

KEPALA DESA PERON

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA PERON

NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No

URAIAN

(Berkurang)

Semula Menjadi

Pendapatan Desa

ANGGARAN Bertambah /




a. | Pendapatan Asli Desa 126.074.000 126.074.000 0
b. | Pendapatan Transfer 1.836.945.943 1.836.945.943 0
c. | Lain-lain Pendapatan
yang sah (bunga 4.300.000 4.300.000 0
bank)
Jumlah Pendapatan 1.967.319.943 1.967.319.943 0
2 | Belanja Desa
a Bidang Penyelenggara
" | Pemerintah Desa 607.278.173 607.278.173 0
b Bidang Pembangunan
" | Desa 1.086.828.917 995.380.917 -91.448.000
o Bidang Pembinaan
" | Kemasyarakatan 26.910.943 26.910.943 0
Bidang
d. | Pemberdayaan 6.500.000 6.500.000 0
Masyarakat
e. | Bidang Tak Terduga 237.600.000 341.422.703 103.822.703
Jumlah Belanja 1.965.118.033 | 1.977.492.736 -12.374.703
Surplus/Defisit 2.201.910 10.172.793 12.374.703
3 | Pembiayaan
a. | benerimaan 38.053.393 38.053.393 0
Pembiayaan
p. | Pengeluaran 40.255.303 27.880.600 | -12.374.703
Pembiayaan
Pembiayaan Netto -2.201.910 10.172.793 -12.374.703
SISA LEBIH/ (KURANG)
PERHITUNGAN 0 0 0
ANGGARAN
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang

ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala

Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 4




Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Peron

Jitetapkan di Peron
%Emaa”}«mggal 11 Februari 2021
' PXLA\DESA PERON




